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ABSTRAK 

SITI FAUZIAH.NPM.1705170295. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan,dan Pajak Parkir Dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Skripsi 

2021. 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak 

daerah,  retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan 

pendapatan lain-lain. Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan 

pajak daerah. Retoran, hiburan, dan parkir  merupakan sektor potensial dalam 

peningkatan efektivitas penerimaan pajak dan kontribusi yang diberikan.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi 

pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah kecamatan hamparan perak. Penelitian ini dilakukan pada kantor UPT 

BAPENDA Kecamatan Hamparan Perak.  Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode deskriptif.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan 

dokumentasi berupa data target dan realisasi pajak restoran, pajak hiburan dan 

pajak parkir kecamatan hamparan perak tahun 2016-2020. Hasil penenlitian 

efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada tahun 2016 - 2020 

sangat efektif. Kontribusi pajak restoran tahun 2016 - 2020 sangat berkontribusi, 

untuk pajak hiburan tahun 2016 - 2020 tidak berkontribusi, dan untuk pajak parkir 

tahun 2016 - 2020 kurang berkontribusi. 

Kata kunci : Pendapatan Daerah, Pajak daerah, efektivitas, kontribusi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan nasional meliputi segala bidang dan perlu mendapatkan 

perhatian baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah , dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 

menjelaskan  mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi 

terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah mempunyai hak dan 

kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya untuk meningkatkan 

efesiensi  dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan 

pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat 

diandalkan. Oleh karena itu pembangunan  daerah yang didasari oleh otonomi 

daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah mampu menggali 

sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada 

bantuan pemerintahan pusat.  

 Salah satu sumber dana penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah 

daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Apabila pendapatan asli daerah menunjukan hasil Tren yang meningkat 
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dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan 

menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil.  

 Kelompok pendapatan asli daerah dibagi jenis pendapatan yang terdiri dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi 

terbesar adalah pajak daerah.  

 Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kecamatan 

Hamparan Perak, sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta 

mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah Kecamatan Hamparan 

Perak salah satunya adalah Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir adalah iuran yang wajib 

dilakukan oleh orang probadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang  

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah.  

 Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Upt 

Bapenda Kecamatan Hamparan Perak, diperoleh Pendapatan  Asli Daerah (PAD) 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir di Kecamatan Hamparan Perak 

pada tahun 2016-2020.  
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Tabel 1.1 

Jumlah pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak 2016-2020 

 

 

  

 

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak 

Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dari tahun ke 

tahun dapat disimpulkan bahwa kecamatan hamparan perak memiliki peluang 

untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran , pajak hiburan, dan pajak parkiran 

yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerah. 

Indra Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yaitu semua 

peneriman yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 

 

 

 

Tahun  Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kec. H. Perak 

Target Realisasi 

2016 487.186.468.000,00 430.352.539.257,55 

2017 582.022.000.000,00 553.609.926.932,03 

2018 720.622.000.000,00 558.329.646.590,97 

2019 940.882.220.000,00 652.563.165.770,79 

2020 881.671.250.000,00 596.327.687.344,77 
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Tabel 1.2 

Rincian Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Tahun 

Anggaran 2016-2020 Kecamatan Hamparan Perak 

Tahun  Uraian  Target  Realisasi  

 

 

2016  

Pajak Restoran  14.000.000.000 17.626.828.769,32 

Pajak Hiburan  900.000.000 951.263.653,28 

Pajak Parkir  5.000.000.000 5.672.677.150,00 

Jumlah PAD 487.186.468.000,00 430.352.539.257,55 

 

 

2017 

Pajak Restoran  21.000.000.000 22.356.815.491,76 

Pajak Hiburan 1.500.000.000 1.525.251.698,50 

Pajak Parkir  8.000.000.000 7.286.765.617,20 

Jumlah PAD 582.022.000.000,00 553.609.926.932,03 

 

 

2018 

Pajak Restoran 29.000.000.000 27.672.026.964,86 

Pajak Hiburan  3.000.000.000 2.184.890.157,22 

Pajak Parkir 8.500.000.000 8.797.807.265,00 

Jumlah PAD 720.622.000.000,00 558.329.646.590,97 

 

 

2019 

Pajak Restoran  37.000.000.000 30.786.202.584,13 

Pajak Hiburan 3.000.000.000 3.982.072.635,00 

Pajak Parkir 8.500.000.000 9.654.977.990,00 

Jumlah PAD 940.882.220.000,00 652.563.165.770,79 

2020 Pajak Restoran 35.275.000.000 18.500.845.680,13 

Pajak Hiburan  2.975.000.000 1.728.960.967,00 

Pajak Parkir  8.925.000.000 4.982.667.354,00 

Jumlah PAD 881.671.250.000,00 596.327.687.344,77 

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak 2021 
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Berdasarkan  pada Tabel diatas dilihat dari  jumlah realisasi pendapatan 

asli daerah (PAD) Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2016 sampai 2019 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan untuk di tahun 2020  jumlah 

realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat dari pandemi covid 

19.  

 Pencapaian penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkiran 

masih belum terealisasi sesuai target setiap tahunnya menjadi satu masalah yang 

perlu diperhatikan. Pencapaian realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai 

target merupakan kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Salah satu yang menjadi faktor penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan 

pajak parkir yang masih belum tertagih atau wajib pajak yang melakukan 

penunggakan pembayaran. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar 

pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir menyebabkan pemerintah tidak 

dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor tersebut 

sehingga pada pemungutan pajak untuk tahun-tahun selanjutnya dapat terealisasi 

sesuai target. 

 Besar kecilnya setoran pajak yang dibayar oleh wajib pajak restoran, pajak 

hiburan , dan pajak parkir kepada daerah akan mempengaruhi target dan realisasi 

PAD Kecamatan Hamparan Perak yang diterima setiap tahunnya. Sehingga perlu 

dilakukan Analisis Efektifitas dan Kontribusi untuk mengetahui apakah pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sudah efektif atau belum, dan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak restoran, pajak hiburan, dan 
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pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kecamatan Hamparan Perak 2016-

2020 apakah memiliki kontribusi yang besar atau kecil.  

 Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan diatas 

penelitian ini akan mengambil judul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan 

pendapatan Asli Daerah Kecamatah Hamparan Perak”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Realisasi dan Kontribusi Pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak 

mengalami naik turun setiap tahunnya. 

2. Belum tercapainya realisasi Pajak Restoran sesuai target yang telah ditetapkan 

Badan Pendapatan daerah pada tahun 2018-2020. 

3. Penerimaan Pajak Hiburan tidak optimal setiap tahunnya. 

4. Terjadi Peningkatan target Pajak Parkir di tahun 2020 tetapi  realisasi tidak 

mencapai target yang di tentukan. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak 

parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan 

perak? 
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2. Bagaimanakah  kontribusi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak 

parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan 

perak? 

3. Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, 

dan pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas penerimaan pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah kecamatan hamparan perak. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi pemungutan pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah kecamatan hamparan perak. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab realisasi penerimaan 

pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tidak mencapai target yang 

telah di tentukan. 

Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis, untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, 

terutama memahami lebih dalam tentang pajak daerah, khususnya 

dikecamatan hamparan perak. 

2. Bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai bahan informasi atau masukan dalam 

mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD untuk membiayai 
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pembangunan daerah, khusus nya yang berasal dari pajak restoran, pajak 

hiburan, dan pajak parkir. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

kontribusi pada penelitian mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak 

parkir sehingga dapat dijadikan sebagai referensi perluasan penelitian 

selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Uraian Teori 

2.1.1Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian Pendapatan asli Daerah (PAD) 

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah” (Darise, 2009, Edisi 2, Pengelolaan Keuangan Daerah.hal.33). 

 Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah 

sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja 

yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan 

yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 

6 undang-undang nomor 33 tahun 2004,, tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri 

dari : 

a. Pajak daerah  

b. Retribusi daerah  
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

d. PAD lain-lain yang sah. 

 

b. Pengertian Pajak Daerah  

( Mardiasmo Perpajakan , Edisi Revisi 2011: 12)  “pajak daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

 (Mardiasmo Perpajakan , Edisi Revisi 2011:12) “Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud 

dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau bahan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsug dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 

Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut : 

a) Pajak Provinsi, terdiri atas : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor  
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2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Air Permukaan  

5. Pajak Rokok 

6. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : 

7. Pajak Hotel 

8. Pajak Restoran 

9. Pajak Hiburan 

10. Pajak Reklame 

11. Pajak Penerangan Jalan 

12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

13.  Pajak Parkir 

14. Pajak Air Tanah  

15. Pajak Sarang Baurung Walet 

16. Paja Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

c. Fungsi Pajak Daerah  

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya didalam pelaksanaa pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Berdasarkan hal diatas pajak mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu: 
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a) Fungsi Penganggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai conto, dalam APBN pajak 

merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Untuk menjalankan tugas-tugas 

rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. 

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan, dan 

lain sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari 

tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran 

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semangkin meningkat dan ini 

terutama diharapkan dari sektor pajak.  

b) Fungsi Pengaturan (Regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam 

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas kerigan pajak. 

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan 

Bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.  

c) Fungsi Stabilitas  

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 
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peredaran uang di masyarakat,  pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisian.  

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk  membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat.  

2.1.2 Pajak Retoran  

“Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, sedangkan restoran 

adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan 

dipungut bayaran” (Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah, 2008 Hal. 43) 

Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Bar dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Pasal 37 

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan  yang disediakan restoran  

2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksdu pada 

ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan 

maupun ditempat lain.  
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3. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya 

tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah.  

Pasal 38  

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 

1. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan atau minuman dari restoran. 

2. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

restoran.  

Pasal 39  

Pasal diatas menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah 

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 

Pasal 40 

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut: 

1. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) 

2.  Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pasal 41  

Pasal diatas menjelaskan tentang : 



15 
 

 
 

1. Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam  pasal 40 ayat (2) dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39. 

2. Pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran 

berlokasi.  

2.1.3 Pajak Hiburan 

a. Pengertian Pajak Hiburan  

“Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran”. (Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat & Daerah 

2012: 362). 

b. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

“Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau 

yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang 

seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk 

potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa 

hiburan”. (Oyok Abuyamin, Perpajakan, 2015: 472). 

c. Tarif Pajak Hiburan  

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/kabupaten 

diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda 
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dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi dari tiga puluh lima 

persen.  

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan 

bahwa khusus untuk hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, 

karaoke,klab malam, permainan ketangkasan, pasti pijat, dan mandi uang/spa, 

tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima 

persen). Selain itu untuk kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif  pajak hiburan 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

Rumus perhitungan tarif pajak hiburan: 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 

Pasal 42  

Pasal diatas menjelaskan tentang : 

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran. 

2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a) Tontonan film; 

b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana; 

c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d) Pameran; 

e) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
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f) Sirkus, akrobat, dan sulap; 

g) Permainan bilyar, golf, dan boling; 

h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 

dan 

j) Pertandingan. 

3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pda ayat (2) dapat 

dikecualikan dengan peraturan daerah.  

Pasal 43 

Pasal diatas menjelaskan tentang: 

1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati 

hiburan. 

2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. 

Pasal 44 

Pasal diatas menjelaskan tentang : 

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa hiburan. 
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Pasal 45 

Pasal diatas menjelaskan tentang: 

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen). 

2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, 

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi 

uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen). 

3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

4. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pasal 46 

Pasal diatas menjelaskan tentang : 

1. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (45) ayat (4) dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.  

2. Pajak Hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hiburan 

diselenggarakan.  

2.1.4  Pajak Parkir  

a. Pengertian Pajak Parkir 
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“undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan 32, 

pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah 

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara”(Siahaan, Pajak Daerah & Retrebusi Daerah, 2010. Hal. 469) 

b. Objek Pajak Parkir 

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat  penitipan  

kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang 

dikenakan pajak parkir adalah: 

1. Gedung Parkir 

2. Peralatan Parkir  

3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran 

4. Tempat penitipan kendaraan bermotor 

c. Bukan Objek Pajak Parkir  

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada 

beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.  

2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan 

untuk karyawan sendiri. 

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas 

timbal balik. Ketentuan tentang pengecualiaan pengenaan pajak parkir 

bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada 

keputusan Menteri Keuangan. 

4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan 

daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadahan 

dan sekolah serta tempat lain-lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati 

atau Walikota. 

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara perhitungan Pajak Parkir 

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir  

“Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Jumlah yang 

seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-

Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir” (Siahaan Pajak Daerah 

& Retrebusi Daerah 2010, hal 474) 

2. Tarif Pajak Parkir  
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  “Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh 

persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota 

yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan 

kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan tarif pajak 

yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten 

atau Kota. Dengan semikian, setiap daerah Kota atau Kabupaten diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin 

berbeda dengan Kota atau Kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi dari 

tiga puluh persen (30%)”. (Siahaan Siahaan Pajak Daerah & Retrebusi 

Daerah 2010, hal 475). 

3. Perhitungan Pajak Parkir 

Menurut (Siahaan;Pajak Daerah & Retrebusi Daerah 2010, hal 475). 

“Besaran pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak parkir dapat 

dirumuskan sebagai berikut”: 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

      = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir 

4. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir 

a. Pembayaran Pajak Parkir  

Pajak Parkir terutang dilunasi dalam jangka waktu ditentukan 

dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya tanggal 15 (lima 

belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah 



22 
 

 
 

berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran 

dan penyetoran pajak parkir ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. 

b. Penagihan Pajak Parkir 

Apabila pajak parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh 

tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan 

melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan 

terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan 

dikeluarkan sejak tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan 

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. 

Pasal 62 

Pasal tersebut berisi tentang : 

1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. 

2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah; 

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan 

untuk karyawan sendiri; 

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

negara asing dengan asas timbal balik; dan 

d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan 

daerah. 
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Pasal 63 

Pasal ini berisi tentang: 

1. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir 

kendaraan bermotor. 

2. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

tempat parkir  

Pasal 64 

Pasal ini berisi tentang: 

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 

2. Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dapat 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

3. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan 

kepada penerima jasa parkir. 

Pasal 65 

Pasal ini berisi tentang: 

1. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh 

persen). 

2. Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pasal 66 

pasal ini berisi tentang: 
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1. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 64. 

2. Pajak parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir 

berlokasi. 

e.  Peran Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, 

karena peran pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan 

daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

daerah. Menurut Mahmudi yang dikutip oleh Romanda (2015), kontribusi 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan 

sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Dalam pengetahuan kontribusi dilakukan dengan membandingkan 

penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berati 

semakin besar pula peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peran 

pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.  

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir merupakan bagian dari 

pajak daerah yang termasuk kedalam pajak Kabupaten/Kota. 

Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, yang diberikan wewenang 

lebih besar untuk mengusahakan sumber dana dari potensi-potensi yang ada 

didaerahnya. Maka pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan 
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Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan dan 

pembangunan daerah. Agar terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

tersebut, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya 

dari pajak daerah, yaitu termasuk Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak 

Parkir. Hubungan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak 

Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, dan Pajak Parkir meningkat atau menurun, itu akan mempengaruhi 

peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah. 

2.1.5  Efektivitas  

menurut Mardiasmo (Perpajakan ;2017: 134), “efektivitas adalah 

ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka 

organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas 

menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran 

(output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar 

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran 

yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

Suatu organisasi dapat dilihat pada tabel Interprestasi Kreteria Efektivitas 

berikut ini” : 
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Tabel 2.1 

Interprestasi Kreteria  Efektivitas 

Presentasi Kreteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

60% Tidak Efektif 

Sumber Mahmudi (dalam Abiddin, 2017) 

2.1.6 Kontribusi  

  Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, 

artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. 

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau  tindakan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, 

sedangkan menurut Guritno dalam Pratiwi (2016), “kontribusi adalah segala 

sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan 

biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat 

diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Restoran, pajak Hiburan, 

dan Pajak Parkir dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)”.  

“Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

dan Pajak Parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus” (Abiddin, 2017). 
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Keterangan: 

   =Kontri Busi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir            terhadap 

PAD 

     = Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Parkir 

    = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

  n = Tahun (Periode) Tertentu  

Untuk menilai pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 

Interprestasi Kreteria Kontribusi 

Persentase (%) Kreteria 

0.0 – 0.9 Tidak Berkontribusi 

1 – 1.9 Kurang Berkontribusi 

2 – 2.9 Cukup Berkontribusi 

3 – 3.9 Berkontribusi 

>4 Sangat Berkontribusi 

Sumber: Fuad Bawasir (dalam Syah, 2014) 
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2.2 Kerangka Berfikir 

Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah (PAD) 

sehingga dapat membantu daerah setempat untuk mengetahui pentingnya pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap penyelenggaraan pemerintah 

dan keberlangsungan pembangunan dikabupaten tersebut.  

Besarnya kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dapat 

mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehigga tercernin pada 

kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Kontribusi pajak dalam 

mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan 

berupa peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara 

teratur dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas maka skema kerangka 

pikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gamabar 2.1 

Kerangka Berfikir  

Pemerintah Daerah Kecamatan 

Hamparan Perak  

Pendapatan Asli Daerah  

Pajak Daerah  

Pajak Reatoran, Pajak Hiburan, 

dan Pajak Parkir  

Target  Realisasi  

Efektivitas 

Kontribusi 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan 

pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Penelitian 

deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta 

menginterprestasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan 

membandingkan dengan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang 

sebenarnya untuk kemudian mengambil kesimpulan. 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan bagi variabel 

dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana variabel tersebut dapat diukur. 

1. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah 

daerah yang bersangkutan. 

2. Pajak restoran adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang 

pribadi atau badan atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh 

restoran/warung makan yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan 

serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak 

tersebut. 
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3. Pajak hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. 

4. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. 

5. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). 

6. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah 

memberikan sumbangan dalam penerimaan PendapatanAsli Daerah. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada kantor UPT. BAPENDA Kecamatan 

Hamparan Perak, yang beralamat di Jln. Perintis kemerdekaan No. 1, 

Kp.selemak, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. 

Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan februari  2021 sampai 

dengan bulan juli 2021. Berikut penjabaran rincian waktu penelitian dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat 

hal-hal yang berhibungan dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa 

Kegiatan Februari  Maret  April  Mei  Juni  Juli Agustus  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan Judul                             

Penyusunan 

Proposal  

                            

Bimbingan 

Proposal 

                            

Seminar 

Proposal 

                            

Pengumpulan 

Data 

                            

Bimbingan 

Sekripsi 

                            

Sidang Meja 

Hijau 
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target dan realisasi pendapatan asli daerah pajak restoran, pajak hiburan, dan 

pajak parkir. 

2. Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode 

wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan 

langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam 

wawancara ini yang menjadi responden adalah kepala/pegawai Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) kecamatan hamparan perak. 

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan 

menjawab komprehensip kepada responden untuk menggali informasi 

mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran, 

pajak hiburan, dan pajak parkir serta kendala dalam penilaian kontribusi dan 

efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Wawancara 

No  Komponen  Isi wawancara  

 

1 

Efektivitas pajak restoran, 

pajak hiburan, dan pajak 

parkir  

1. sudah efektif tarif pajak restoran, pajak 

hiburan, dan pajak parkir yang dilakukan. 

2. upaya yang telah dilakukan dalam 

meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

3. tingkat efektivitas daerah ini dapat 

mempengaruhi penentuan target pajak 

daerah tahun berikutnya. 
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2 Kontribusi pajak restoran, 

pajak hiburan, dan pajak 

parkir  

1. peran atau kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah di kecamatan 

hamparan perak khususnya tahun 2018-

2020 

2. kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, 

dan pajak parkir mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya. 

3. terdapat pengaruh tingkat kontribusi setiap 

jenis pajak daerah terhadap PAD dengan 

kemudahan atau fasilitas pembayaran pajak 

daerah. 

3 Pendapatan asli daerah  1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses 

penyususnan dan pengelolaan data, guna menafsirkan data yang diperoleh melalui 

metode statistik. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data 

diolah dengan menghitung data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan 

dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterprestasikan hasil data 

perhitungan tersebut dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data 

kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti. 
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1. Mengumpulkan data-data berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah 

pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada tahun 2016 sampai tahun 

2020. 

2. Melakukan analisis efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir 

terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari 

pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir peneliti menggunakan rumus: 

                  
               

        
       

       

            
        
       

       
       

3. Melakukan analisis kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir 

terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menganalisis besarnya kontribusi dari 

pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir maka peneliti menggunakan 

rumus: 

Kontribusi Pajak 
               

        

       
       

                                
      

4. Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait 

seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan 

pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

5. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan dari 

pengelolaan data yang dilakukan. 

 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Penelitian  

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Badan Pendapatan Daerah UPT 

Pelayanan Pajak Wilayah yang beralamat dijalan Perintis Kemerdekaan No. 1 

Kode Pos 20374. Pada tahun 1993  awalnya nama dari Badan Pendapatan Daerah 

UPT Pelayanan Pajak Daerah adalah IPENDA (Iuran pembangunan daerah). 

Tahun 1994 berganti nama menjadi PBB ( pajak bumi bangunan) yang dikelola 

oleh Dirjen Pajak KPP Pratama.  

Sejak  tahun 2012 dan sampai saat ini berganti nama menjadi Badan 

Pendapatan Daerah UPT Pelayanan Pajak Wilayah. Awal pembayaran dilakukan 

dikantor Pos, lalu berpindah ke bank BRI. Sejak tahun 2012 hingga saat ini 

pembayaran dilakukan di Bank Sumut.  

Badan Pendapatan Daerah UPT Pelayanan Pajak Wilayah Kecamatan 

Hamparan Perak yang memungut enam (6) Mata Pajak PAD yang terdiri dari 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah 

dan pajak sarang burung walet.  

Untuk pajak bumi dan bangunan di kecamatan hamparan perak terdapat 20 

Desa, yaitu Desa Tandem Hulu II, Tandem Hulu I, Paya Bakung, Klambir V 

Kampung, Klambir V Kebun, Klumpang Kebun, Klumpang Kampung, Sialang 

Muda, Bulu Cina, Tandem Hilir I, Tandem Hilir II, Kota Datar, Kota Rantang, 
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Kampung klambir, Klambir, Kp. Selemak, Hamparan Perak, Sei Baharu, Paluh 

Manan, Paluh Kurau. 

4.1.1Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir  

Tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hiburan,, dan pajak parkir 

Kecamatan Hamparan Perak dihitung dengan membandingkan antara 

Realisasi Penerimaan pajak restoran, pajak hiburan dan atau pajak parkir 

dengan Target pajak restoran, pajak hiburan dan atau pajak parkir dikali 

100%. Apabila perhitungan Efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan 

pajak parkir menghasilkan persentase 100 % berarti efektif, jika persentase 

dibawah 100% berarti tidak efektif. Untuk mengetahui efektivitas pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Efektivitas pajak restoran Kecamatan Hamparan Perak 

Tahun 2016 s/d 2020 

Tahun  Target pajak 

restoran  

Realisasi 

penerimaan pajak 

restoran  

Persentase  Keterangan  

2016 14.000.000.000 17.626.828.769,32 125,90% Sangat efektif  

2017 21.000.000.000 22.356.815.491,76 106,46% Sangat efektif  

2018 29.000.000.000 27.672.026.964,86 95,42% Efektif  

2019 37.000.000.000 30.786.202.584,13 83,20% Cukup efektif  

2020  35.275.000.000 18.500.845.680,13 52,44% Tidak efektif  
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Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran 

tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 

2016 dan 2017 efektivitas pajak restoran meningkat.Tahun 2018, 2019, 

dan 2020 efektivitas pajak restoran menurun setiap tahunnya. 

 

 Tabel 4.2 

Efektivitas Pajak Hiburan Kecamatan Hamparan Perak 

Tahun 2016 s/d 2020 

Tahun  Target pajak 

hiburan  

Realisasi 

penerimaan pajak 

hiburan  

Persentase  Keterangan  

2016 900.000.000 951.263.653,28 105,69% Sangat efektif 

2017 1.500.000.000 1.525.251.698,50 101,68% Sangat efektif  

2018 3.000.000.000 2.184.890.157,22 72,82% Kurang efektif  

2019 3.000.000.000 3.982.072.635,00 132,73% Sangat efektif 

2020 2.975.000.000 1.728.960.967,00 58,11% Tidak efektif  

Sumber : Bapenda  Kecamatan Hamparan Perak  

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak 

hiburan mengalami naik turun  dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada 

tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak hiburan cukup baik dan  melebihi 

target efektivitas yang di tentukan. Tahun 2018 efektivitas pajak hiburan 

mengalami penurunan dan Tahun 2019 efektivitas pajak hiburan kembali 
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mengalami kenaikan dan melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. 

tahun 2020 efektivitas pajak hiburan kembali mengalami penurunan.  

 

Tabel 4.3 

Efektivitas Pajak Parkir Kecamatan Hamparan Perak 

Tahun 2016 s/d 2020 

Tahun  Target pajak 

parkir  

Realisasi penerimaan 

pajak parkir  

Persentase  Keterangan  

2016 5.000.000.000 5.672.677.150,00 113,45% Sangat efektif  

2017 8.000.000.000 7.286.765.617,20 91,08% Efektif  

2018 8.500.000.000 8.797.807.265,00 103,50% Sangat efektif  

2019 8.500.000.000 9.654.977.990,00 113,58% Sangat efetif  

2020 8.925.000.000 4.982.667.354,00 55,82% Tidak efektif  

  Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak  

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak 

parkir pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun setiap 

tahunnya. Pada tahun 2016 efektivitas pajak parkir cukup baik dan sudah 

melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. Tahun 2017 efektivitas 

pajak parkir mengalami penurunan dan  kembali mengalami kenaikan di 

tahun 2018 dan 2019. pada tahun 2020 efektivitas pajak parkir kembali 

mengalami penurunan. 
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4.1.2 Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir  

Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Hamparan 

Perak dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak 

restoran, pajak hiburan, dan atau pajak parkir dengan jumlah realisasi 

penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak 

hiburan, dan pajak parkir terhadap PAD kecamatan hamparan perak 

pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD 

Tahun 2016 s/d 2020 

Tahun  Realisasi penerimaan 

pajak restoran 

Realisasi pendapatan 

asli daerah (PAD) 

Persentase Keterangan  

2016 17.626.828.769,32 430.352.539.257,55 4,09 % Sangat 

berkontribusi  

2017 22.356.815.491,76 553.609.926.932,03 4,03 % Sangat 

berkontribusi 

2018 27.672.026.964,86 558.329.646.590,97 
 

4,95 % Sangat 

berkontribusi 

2019 30.786.202.584,13 652.563.165.770,79 

 

4,71 % Sangat 

berkontribusi 

2020 18.500.845.680,13 596.327.687.344,77 
 

3,10 % berkontribusi 

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak  
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran dari 

tahun 2016 sampai tahun 2020 cukup bagus. Pada tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019 mengalami naik turun dan masih dalam katagori sangat berkontribusi. 

Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran kembali menurun. 

Tabel 4.5 

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD 

Tahun 2016 s/d 2020 

Tahun  Realisasi 

penerimaan pajak 

hiburan 

Realisasi pendapatan 

asli daerah (pad) 

Persentase  Keterangan  

2016 951.263.653,28 430.352.539.257,55 0,22 % Tidak 

berkontribusi 

2017 1.525.251.698,50 553.609.926.932,03 0,27 % Tidak 

berkontribusi 

2018 2.184.890.157,22 558.329.646.590,97 
 

0,39 % Tidak 

berkontribusi 

2019 3.982.072.935,00 652.563.165.770,79 
 

0,61 % Tidak 

berkontribusi 

2020 1.728.960.967,00 596.327.687.344,77 

 

0,28 % Tidak 

berkontribusi 

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak  

  Berdasarkan tabel diatas dapat lihat bahwa kontribusi pajak hiburan tidak 

baik. Dari tahun 2016 samapi tahun 2020 mengalami naik turun dan masih dalam 

katagori tidak berkontribusi.  
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Tabel 4.6 

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD 

Tahun 2016 s/d 2020 

Tahun  Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Parkir  

Realisasi 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Persentase  Keterangan  

2016 5.672.677.150,00 430.352.539.257,55 1,31 Kurang 

berkontribusi  

2017 7.286.765.617,20 553.609.926.932,03 1,31 Kurang 

berkontribusi 

2018 8.797.807.265,00 558.329.646.590,97 
 

1,57 Kurang 

berkontribusi 

2019 9.654.977.990,00 652.563.165.770,79 
 

1,47 Kurang 

berkontribusi 

2020 4.982.667.354,00 596.327.687.344,77 
 

0,83 Tidak 

berkontribusi 

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak  

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi tahun 2016 sampai 

tahun 2020 mengalami naik turun. Tahun 2016 dan 2017 mencapai nilai 

persentase yang sama. Tahun 18 sedikit mengalami peningkatan dan tahun 2019 

dan 2020 kembali mengalami penurunan  
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kecamatan Hamparan Perak. 

 Efektivitas Pajak Restoran  

Dari hasil perhitunggan diatas pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 

efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebesar 

125,90% dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas 

sebesar 106,46%, dengan kreteria sangat  efektif. Tahun 2018 tingkat 

efektivitas sebesara 95,42%, dengan kreteria efektif. Tahun 2019 tingkat 

efektivitas sebesar 83,20%, dengan kreteria cukup efektif. Dan di tahun 2020 

tingkat efektivitas sebesar 52,44%, dengan kreteria tidak efektif.  

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran 

pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dan 

2017 efektivitas pajak restoran termasuk kreteria sangat efektif. Dalam hal ini 

dapat dikatakan sangat efektif yaitu  berhasilnya suatu organisasi pajak 

restoran dalam mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria melebihi dari 

100%. Tahun 2018 pajak restoran termasuk kedalam kreteria efektif. dapat di 

katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target 

sesuai yang telah diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 90-100%. 

Tahun 2019 termasuk dalam kreteria cukup efektif, hal ini dapat dikatakan 

cukup efektif yaitu masih mencukupi hasil dan target dalam pencapaian pajak 

restoran dan  interprestasi kreteria mencapai 80-90%. Tahun 2020 efektivitas 
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pajak restoran termasuk kedalam kreteria tidak efektif. Dalam hal ini dapat 

dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran 

tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interprestasi kreteria 

hanya mencapai 60%. 

 Efektivitas Pajak Hiburan  

Pada tabel 4.2 Efektivitas  pajak hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar 

105,69%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas 

sebesar 101,68%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat 

efektivitas sebesar 72,82%, dengan kreteria kurang efektif. Tahun 2019 

tingkat efektivitas sebesar 132,73%, dengan kreteria sangat efektif. Dan 

ditahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 58,11%, dengan kreteria kurang 

efektif. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan pada 

tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi.Tahun 2016, 2017, dan 

2019 efektivitas pajak hiburan termasuk kedalam kreteria sangat efektif, 

dalam hal ini dapat di katakan sangat efektif yaitu  berhasilnya suatu 

organisasi pajak hiburan  dalam mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria 

melebihi dari 100%.Tahun 2018 termasuk kedalam kreteria kurang efektif, 

hal ini dapat dikatakan kurang efektif yaitu karena belum tercapaianya hasil 

dari target suatu organisasi pajak hiburan dalam mencapai tujuannya dan 

interprestasi kreteria hanya mencapai 60-80%. Tahun 2020 termasuk dalam 

kreteria tidak efektif, ini dikatakan tidak efekrif yaitu karena suatu tujuan 
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dalam pencapaian pajak hiburan tidak mencukupi  hasil dari target yang 

diharapkan dan interprestasi kreteria hanya mendapatkan 60% .  

 Efektivitas Pajak Parkir 

Pada tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa Efektivitas pajak parkir pada tahun 

2016 adalah sebesar 113,45%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 

tingkat efektivitas sebesar 91,08%, dengan kreteria efektif. Tahun 2018 

tingkat efektivitas sebesar 103,50%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 

2019 tingkat efektivitas sebesar 113,58%, dengan kreteria sangat efektif. 

Tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 55, 82%, dengan kreteria tidak efektif.  

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir pada 

tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016, 2018, dan 

2019 efektivitas pajak parkir termasuk kedalam kreteria sangat efektif , dalam 

hal ini dikatakan sangat efektif yaitu karena berhasilnya hasil dari target  

suatu organisasi pajak parkir  dalam mencapai tujuannya dan interprestasi 

kreteria melebihi dari 100%. Tahun 2019 termasuk kedalam kreteria efektif, 

hal ini dapat dikatakan efektif yaitu karena hasil dan target sesuai yang telah 

diharapkan  dalam pencapaian tujuan  pajak parkir dan interprestasi kreteria 

hanya mendapatkan 90-100%. Hal ini dikarenakan menurunnya wajib pajak 

dalam membayar pajak. Tahun 2020 termasuk kedalam kreteria tidak efektif, 

dikatakan tidak efektif yaitu karena suatu tujuan dalam pencapaian pajak 

parkir tidak mencukupi hasil dari target yang diharapkan dan interprestasi 

kreteria hanya mendapatkan 60%. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya 

wajib pajak dalam membayar pajak di banding dengan tahun sebelumnya. 
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4.2.2 Bagaimana Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak 

Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan 

Hamparan Perak.  

 Kontribusi Pajak Restoran  

Dari hasil perhitungan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak 

restoran tahun 2016 adalah sebesar 4,09% dengan kreteria sangat 

berkontribusi. Tahun 2017 adalah sebesar 4,03% dengan kreteria sangat 

berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 4,71% dengan kreteria sangat 

berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 4,71% dengan kreteria sangat 

berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 3,10% dengan kreteria 

berkontribusi. 

Dari penjelasan diatas bahwa pajak restoran dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah kecamatan hampatan perak masih sangat rendah. 

Kontribusi pajak restoran  pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pajak restoran 

termasuk kedalam kreteria sangat berkontribusi. Dalam hal ini dapat 

dikatakan sangat berkontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan atas pajak 

restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu 

organisasi dan persentase kreteria kontribusi mencapai lebih dari 4%. Pada 

tahun 2020 pajak restoran termasuk kedalam kreteria berkontribusi. Hal ini 

dapat dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan atas pajak restoran 

hasil dari tareget yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan 

interprestasi kreteria mencapai 3 sampai 3,9%.   
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 Kontribusi Pajak Hiburan  

 Dari hasil perhitungan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak 

hiburan tahun 2016 adalah sebesar 0,22% dengan kreteria tidak berkontribusi. 

Tahun 2017 adalah sebesar 0,27% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 

2018 adalah sebesar 0,39% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 2019 

adalah sebesar 0,61% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 2020 adalah 

sebesar 0,28% dengan kreteria tidak berkontribusi. 

Dari penjelasan diatas bahwa pajak hiburan dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah kecamatan hampatan perak masih sangat rendah. 

Kontribusi pajak restoran  pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami 

fluktuasi. Kontribusi pajak hiburan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020 dengan kreteria tidak berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak 

berkontribusi yaitu hasil iuran atau sumbangan atas pajak hiburan tidak 

mencapai target yang telah ditentukan dan interprestasi kreteria hanya 

mencapai 0,0 sampai 0,9%. Hal ini dikarenakan banyak nya wajib pajak yang 

tidak mematuhi dalam membayar pajak hiburan dan adanya wajib pajak yang 

tidak melaporkan dan juga Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Kontribusi Pajak Parkir  

 Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir 

tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebesar 1,31% dengan kreteria kurang 

berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 1,57% dengan kreteria kurang 

berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar  1,47% dengan kreteria kurang 
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berkontribusi. Dan tahun 2020 adalah sebesar 0,83% dengan kreteria tidak 

berkontribusi. 

Dari penjelasan diatas bahwa pajak parkir dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah kecamatan hampatan perak masih sangat rendah. 

Kontribusi pajak restoran  pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami 

fluktuasi. Kontribusi pajak parkir pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 

dengan kreteria kurang berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan kurang 

berkontribusi yaitu karena iuran atau sumbangan atas pajak parkir hasil 

kurang dari target yang telah ditentukan dan interprestasi kreteria hanya 

mencapai 1 sampai 1,9%. Pada tahun 2020 pajak parkir termasuk kedalam 

kreteria tidak berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak berkontribusi 

karena iuran atau sumbangan tidak mencukupi target yang telah ditentukan 

dan  interprestasi kreteria hanya mencapai 0,0 sampai 0,9%. 

4.2.3 Apakah yang Menyebabkan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir tidak Mencapai Target yang telah 

ditentukan di Kecamatan Hamparan Perak. 

 yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran, 

pajak hiburan, dan pajak parkir di Kecamatan Hamparan Perak dari tahun 

2016 sampai dengan tahun 2020 adalah : 

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam 

membayar pajak yaitu mengakibatkan buruknya penerimaan pajak dan 

berdampaka pada kas negara serta terhambatnya berbagai upaya 

pembangunan. 
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b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan 

pengetahuan dan juga ada wajib pajak yang menutup tanpa 

pemberitahuan hal ini juga mengakibatkan hasil yang di capai tidak 

sesuai dengan target yang telah di tentukan. 

c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar paja yaitu 

karena: 

 Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak 

Hal ini yang menjadi masalah utama masyarakat terhadap masih 

dibilang rendah. 

 Kurang percaayanya masyarakat terhadap aparat  

Ketidak percayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang 

menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk 

diwujudkan. 

 Ketidakpedulian masyarakat  

Masyarakat masih banyak yang terkait dengan hal pajak. Pajak 

dianggap suatu hal yang tidak penting meskipun seperti dijelaskan 

bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. 

d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang 

ada sehingga realisasi penerimaan pajak sulit untuk tercapai.  



 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis efektivitas pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak. 

Efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak 

parkir tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami efektivitas dengan 

kreteria kurang efektif, efektif dan sangat efektif. Untuk efektivitas pajak 

tersebut cukup baik. Rata-rata dengan kreteria sangat efektif. 

2. Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak. 

Kontribusi pajak restoran sangat baik memiliki kreteria sangat 

berkontribusi. Untuk pajak hiburan tidak berkontribusi dan pajak parkir 

memiliki kreteria kurang berkontribusi. 

3. Yang menjadi faktor-faktor penyebab realisasi penerimaan pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tidak tercapai target adalah 

kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, adanya wajib 

pajak yang tidak melaporkan, Adanya wajib pajak yang tidak menagih 

tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Target yang ditetapkan 

terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu 

pengetahuan mengenai perpajaka, yaitu tentang pajak daerah khususnya 

dikecamatan hamparan perak. 

2. Saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Hamparan perak 

agar lebih meningkatkan pengawasan wajib pajak agar mau 

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan tidak menunggak pembayaran 

pajak. Tingkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan 

pajak. 

3. Saran bagi semua pembaca untuk hasil penelitian ini agar dapat 

memberikan pengetahuan mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan 

pajak parkir sehingga dapat dijadikan referensi perluasan penelitian 

selanjutnya. 
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